KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

Menimbang

Mengingat

a.

NOMOR 249 TAHUN 2023
. TENTANG

STANDAR KERJA PENGAWASAN INTERNAL
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN. AGAMA,

bahwa untuk melaksanakan pembinaan Satuan
Pengawasan Intern pada Perguruan  Tinggi
Keagamaan Negeri berdasarkan Keputusan Menteri
Agama Nomor 681 Tahun 2021 tentang Standar
Kerja Pengawasan Internal pada Kementerian
Agama, perlu dilakukan penguatan  Satuan
Pengawasan Intern pada Perguruan Tinggi
Keagamaan Negeri;

bahwa sebagai pedoman Satuan Pengawasan Intern
pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri perlu
ditetapkan Standar Kerja Pengawasan Internal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang
Standar Kerja Pengawasan Internal pada Perguruan
Tinggi Keagamaan Negeri;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

‘Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara . Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019
tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6362);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016
tentang Pengawasan Internal pada Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1494);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 9595);

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 681 Tahun 2021
tentang Standar Kerja Pengawasan Internal pada

Kementerian Agama;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 682 Tahun 2021
tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

pada Kementerian Agama;
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN  INSPEKTUR  JENDERAL TENTANG
STANDAR KERJA PENGAWASAN INTERNAL PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI.

Menetapkan Standar Kerja Pengawasan Internal pada
Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya
disebut Standar Kerja Pengawasan Internal PTKN
sebagaimana  tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Standar Kerja Pengawasan Internal PTKN sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan
umum bagi Satuan Pengawasan Intern pada Perguruan
Tinggi Keagamaan Negeri dalam melaksanakan kegiatan
pengawasan internal, yang disusun mengacu Kkepada
Standar Kerja Pengawasan Internal pada Kementerian

Agama.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
INSPEKTUR JENDERAL,

FAISAL



LAMPIRAN
KEPUTUSA

AGAMA
NOMOR 249 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR KERJA PENGAWASAN INTERNAL PADA

PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI

N INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN

STANDAR KERJA PENGAWASAN INTERNAL
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Dalam rangka melaksanakan pengendalian intern pada satuan

kerja di lingkungan Kementerian Agama khususnya pada Perguruan
Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dibentuklah Satuan Pengawasan Intern
(SPI). Keberadaan SPI merupakan amanat dari Pasal 46 Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan,
yang menyebutkan bahwa organ penyelenggara PTKN paling sedikit terdiri

atas:

a. Senat;

b. Pemimpin;

c. Satuan Pengawas Internal; dan

d. Dewan Penyantun atau nama lain.

Pemimpin PTKN menetapkan Sistem Pengendalian
Intern pada PTKN, untuk mewujudkan:

a. tercapainya efektivitas dan efisiensi kegiatan;

b.keandalan dan integritas informasi keuangan dan kinerja;

c. pengamanan  aset; dan
d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern,
Pemimpin PTKN membentuk SPIL. SPI adalah unit kerja yang menjalankan
fungsi pengawasan intern.

Oleh karena itu untuk menjamin mutu dan kualitas kerja Satuan
Pfangawasan Intern pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, perlu
ditetapkan Standar Kerja Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi
Keagamaan Negeri.

Maksud dan Tujuan
1. Maksud

Standar Kérja Pengawasan Internal PTKN dimaksudkan sebagai
pedoman bagi Satuan Pengawasan Intern dalam melaksanakan
Pengawasan Internal pada PTKN.



2. Tujuan

a. menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mempresentasikan
praktik-praktik pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh SPI

PTKN;
b. memberikan kriteria atau ukuran minimal untuk melakukan
kegiatan pengawasan internal oleh SPI pada PTKN; dan

c. menjadi acuan dalam penugasan Pengawasan Internal oleh SPI
PTKN.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Kerja Pengawasan Internal PTKN ini
mencakup:
1. standar Kerja Pengawasan Satuan Pengawasan Intern; dan

2. pembinaan SPIL.

Pengertian
Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Internal adalah adalah suatu kegiatan reviu, evaluasi,
pemantauan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif,
dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki
operasional PTKN, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara
mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko,
pengendalian, dan proses tata kelola PTKN.

2. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti
yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional
berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan,
kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

3. Reviu adalah adalah penelaahan ulang terhadap isi dokumen
berkaitan dengan rencana Kkegiatan, standar, dan norma yang telah
ditetapkan.

4. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau
prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang
telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

5. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau
kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

6. Konsultansi adalah kegiatan pelayanan seperti bimbingan teknis,

asistensi/pendampingan, dan  sosialisasi kepada  pemangku



10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

kepentingan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko,

pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai

tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan

pembangunan yang dilaksanakan dengan suatu pendekatan keilmuan

yang sistematis.
ntah yang selanjutnya disingkat APIP

Aparat Pengawasan Intern Pemeri
ai tugas pokok dan fungsi

adalah instansi pemerintah yang mempuny
melakukan pengawasarl internal.

Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang memp
tau pihak lain yang diberi tugas, wewenang,
h pejabat yang berwenang

unyai jabatan

fungsional auditor dan/a
tanggung jawab dan hak secara penuh ole
melaksanakan pengawasan untuk kepentingan negara dan atas nama
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah
unsur pengawas yang menjalankan fungsi Pengawasan Intern.

Auditor Intern adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai
Negeri. Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak
secara penuh oleh pimpinan PTKN untuk kepentingan PTKN dan atas
nama Satuan Pengawasan Intern.

Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas
adalah organ BLU yang bertugas rnelakukan pengawasan dan
memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam
menjalankan pengelolaan BLU.

Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disingkat PTKN
adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
keagamaan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh
Kementerian Agama.

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah
instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan Kkegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

Pemimpin PTKN adalah Rektor atau Ketua.

Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.

Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.



BAB II
STANDAR KERJA PENGAWASAN SATUAN PENGAWASAN INTERN

Lingkup Standar

Standar kerja Pengawasan Internal oleh SPI PTKN meliputi:
1. Pemberian keyakinan; dan

Konsultansi.

Pelaksanaan Pemberian Keyakinan, meliputi:
Audit;

Reviu;

Evaluasi; dan

Pemantauan.

rall ol ol

Pelaksanaan Konsultansi, meliputi:

1. Bimbingan Teknis;
2. Asistensi; dan
3. Sosialisasi.
Dalam hal SPI PTKN melaksanakan kegiatan péngawasan internal
berdasarkan penugasan pimpinan atau permintaan pemangku

kepentingan, jenis penugasan disesuaikan dengan klasifikasi pengawasan
internal, meliputi pemberian keyakinan atau konsultansi.

Tahapan Kegiatan Pengawasan Internal
Tahapan kegiatan Pengawasan Internal meliputi:

Perencanaan pengawasan tahunan;
Perencanaan penugasan,
Pelaksanaan penugasan,
Komunikasi hasil penugasan; dan
Pemantauan tindak lanjut.

Khusus audit dengan tujuan tertentu dalam penugasan bidang
Investigasi, tahapan kegiatan pengawasan internal dimulai dari tahap pra
perencanaan.

Dalam perencanaan Kegiatan pengawasan, SPIL

1. Menyusun rencana strategis yang mengacu pada rencana strategis
PTKN; dan

2. menyusun Kkebijakan pengawasan internal berdasarkan rencana
strategis SPI sebagai arahan umum bagi penyelenggaraan
pengawasan internal secara menyeluruh terhadap setiap unit pada
PTKN.

Kebijakan pengawasan internal ditetapkan setiap tahun untuk
memberikan arah, fokus, dan pilihan prioritas dari pimpinan atas
program dan kegiatan yang akan diawasi mengacu pada rencana strategis.

o = 0 e

Pelaksanaan pengawasan internal SPI pada PTKN BLU wajib
menyusun PKPT yang dikoordinasikan dan disetujui Inspektorat Jenderal
pada tahun sebelumnya sebelum tahun pengawasan. Dalam hal SPI pada
PTKN dinilai belum mampu untuk melakukan suatu tugas, maka
Inspektorat Jenderal dapat menolak usulan rencana kegiatan pengawasan



yang diajukan dengan memberikan pembinaan sehingga secara bertahap
dapat meningkatkan kapabilitas pengawasan.

Penerapan Standar Kerja Pengawasan Internal

Standar Kerja Pengawasan Internal dimaksudkan sebagai acuan
umum bagi SPI dalam melaksanakan kegiatan pengawasan internal yang
disusun mengacu kepada standar profesi auditor intern yang berlaku.
Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan internal, SPI wajib
menerapkan independensi, objektivitas, menghindari konflik kepentingan,
dan menegakkan prinsip-prinsip etika profesi sesuai kode etik dan
standar profesi yang berlaku, yaitu:

1. SPI harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian,
keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk
melaksanakan Kkegiatan pengawasan internal yang diberikan;

2. SPI harus menolak melaksanakan kegiatan pemberian keyakinan
terhadap program, kegiatan, dan aktivitas yang sebelumnya pernah
menjadi tanggung jawabnya, dan/atau objektivitas auditor berpotensi
akan terkendala oleh benturan kepentingan. Jika dalam kegiatan
konsult_ansi, tidak menimbulkan kendala objektivitas, kegiatan
pemberian keyakinan dapat dilaksanakan setelah pelaksanaan
kegiatan konsultansi;

3. Dalam hegl pelaksanaan kegiatan konsultansi, SPI harus menghindari
peran sebagai pengambil keputusan jadi j
e ag g p yang menjadi tanggung jawab

4. Jika SPI memiliki potensi kendala independensi atau objektivitas
dalam pelaksanaan kegiatan konsultansi yang diusulkan, harus
diungkapkan sebelum pelaksanaan kegiatan. ,

Dalam hal SPI membutuhkan keahlian atau kom i lai

. petensi lain yan
diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan internal, SPI djzlapa%
menggunakan tenaga ahli, dengan pertimbangan:

1. dalam menggunakan tenaga ahli, SPI harus meyakini k i
tenaga ahli sesuai kebutuhan; dan 7 ompetensi
2. Tenaga ahli bertanggung jawab atas ketepatan, kelayakan, metode
asumsi yang digunakan dan penerapannya. ’

Dalam pelaksanaan pengawasan internal, SPI bertanggung jawab
terbatas pada simpulan dan fakta atas hasil pengawasan internal. Kepala
SPI harus melakukan penjaminan kualitas atas kegiatan pengawasan
internal, dan bertanggung jawab atas terpenuhinya pelaksanaan kegiatan
pengawasan internal sesuai dengan standar kerja SPI.

_ SPI Kementerian Agama dalam melaksanakan kegiatan pengawasan
Internal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan
sinkronisasi. ’
Pemberian Keyakinan

1. Audit

Pedoman pelaksanaan pengawasan internal yang disusun mencakup
aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pengawasan. Audit
X-'ing dilaksanakan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor
1 d'I_‘ahun 2Q16 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama,
Ttlelrtlt yang dlla!kuk.an SPI, adalah Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan

entu. Audit Kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan
negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi yang terdiri atas aspek



kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Adapun Audit dengan Tujuan
Tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam Audit Kinerja. ‘
Pedoman Pengawasan Internal ini mengatur Audit Kinerja dan Audit
Tujuan Tertentu. Berikut disajikan tahapan pelaksanaan ?.\Jdlt 'mencakup
perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit.

a. Perencanaan Audit

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa
dalam setiap penugasan audit, SPI harus menyusun perencanaan
audit. Penyusunan perencanaan audit dimulai sejak penetapan
sasaran audit sampai dengan penugasan audit, dimaksudkan untu.k
menjamin bahwa tujuan audit tercapai sesuai dengan standar audit
yang ekonomis, efisien, dan efektif.
1) Perencanaan audit dituangkan ke dalam dokumen Program

Kerja Audit (PKA) yang sekurang-kurangnya memuat:

a) nama auditi;

b) periode audit/tahun yang diaudit;

c) jenis audit;

d) tujuan audit,

e) langkah kerja audit;

f) jadwal waktu audit; dan

g) tim audit.

2) Penetapan Personil dan Susunan Tim Audit

Personil dalam tim disusun berdasarkan kompetensi dan
pengalaman SPI serta disesuaikan dengan tingkat kompleksitas
obyek audit, dengan jumlah personil dalam satu tim minimal 2
(dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua tim dan 1
(satu) orang anggota tim.

3) Pembekalan teknis

Pembekalan teknis dilakukan oleh Kepala SPI sebelum
pelaksanaan audit.

4) Penetapan Waktu Audit
Jumlah hari audit ditetapkan dengan mempertimbangkan
beberapa hal, yaitu:
a) luas cakupan dan kompleksitas kegiatan unit; dan
b) besarnya anggaran yang dikelola oleh unit;

Pelaksanaan audit meliputi perencanaan, persiapan,
pelaksanaan, dan pelaporan dengan rincian yaitu:

a) Perencanaan audit berupa survei pendahuluan.
Tim audit dapat mengidentifikasi kondisi dan kriteria
yang dapat diperoleh dari:

(1) hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang
dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan/unit yang
bersangkutan;

(2) dokumen yang berkaitan dengan auditi;

(3) laporan hasil  audit/reviu/evaluasi/pemantauan/
pengawasan lain sebelumnya (bersifat
repetitif/ berulang-ulang);

(4) media massa/pengaduan, isu-isu strategis yang
menjadi perhatian/sorotan publik; dan

(5) hasil Pengawasan Satuan Pengawasan Intern
sebelumnya.



S)

Kriteria diperoleh dari norma, standar, pedoman, dan
kebijakan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan
auditi. Pada Survei pendahuluan SPI juga melaksanakan
evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern auditi.

Evaluasi Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk
mendapatkan informasi keandalan sistem pengendalian
intern dan mendeteksi kelemahan yang ada dalam
manajemen auditi, meliputi:

(1) Lingkungan Pengendalian
Bertujuan untuk mendapatkan hasil apakah
lingkungan pengendalian telah diciptakan secara
efisien dan efektif. Lingkungan pengendalian yang
diaudit meliputi organisasi, kebijakan, sumber daya
manusia dan prosedur.
(2) Penilaian Risiko
Bertujuan untuk mendapatkan hasil apakah
setiap kegiatan telah dilengkapi dengan Term of

Reference/Kerangka Acuan Kerja (TOR/KAK) dan

Petunjuk Teknis (Juknis). Unsur-unsur yang diaudit

meliputi  penilaian ~rumusan risiko/titik  Kritis,

penanganan risiko, identifikasi dan analisis risiko.
(3) Kegiatan Pengendalian
Bertujuan untuk mendapatkan hasil apakah
kegiatan  pengendalian  yang diciptakan  telah
mencerminkan  langkah-langkah nyata dalam
penanganan titik-titik kritis yang telah dirumuskan
dalam TOR/KAK dan Juknis kegiatan-kegiatan
strategis.
(4) Informasidan Komunikasi
Bertujuan untuk mendapatkan hasil apakah
informasi komunikasi dan sarana pengembangan
informasi telah diciptakan dan dibangun sesuai
dengan kebutuhan organisasi. Unsur yang diaudit
meliputi informasi, komunikasi, bentuk, dan sarana
komunikasi.
(5) Pemantauan dan Pengendalian Internal
Bertujuan untuk mendapatkan hasil apakah
pelaksanaan pemantauan pengendalian internal telah
dilaksanakan secara efektif dan efisien. Unsur yang
diaudit meliputi pemantauan berkelanjutan, evaluasi
terpisah dan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit.

b) Persiapan
Persiapan audit berupa pembicaraan pendahuluan
(koordinasi), reviu hasil survei pendahuluan, dan
reviu/ penyusunan program Kerja audit.
c) Pelaksanaan
(1) Pelaksanaan audit dilaksanakan pada hari kerja.
(2) Supervisi
Supervisi dilaksanakan di saat tim berada di lokasi
auditi.
Biaya Audit

Biaya audit ditetapkan berdasarkan ketentuan dan

peraturan perundang-undangan.
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6) Kendali Mutu Audit
Tim wajib menyusun Kendali Mutu Audit agar pelaksanaan
audit berkualitas, sesuai kode etik, dan standar pengawasan.

Persiapan Audit

Persiapan audit berupa pembicaraan pendahuluan (koordinasi)
untuk menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan,
jangka waktu pelaksanaan kegiatan, tim pelaksana kegiatan, dan
dukungan kesiapan dari unit kerja, yang dilakukan untuk
membangun persamaan persepsi dengan auditi agar terjalin kerj_al
sama yang baik untuk mendapatkan data pendukung kegiatan audit
dan informasi awal yang dibutuhkan.
1) Pembicaraan Pendahulan (Koordinasi)

Dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi
umum objek audit baik dalam bentuk dokumen maupun
informasi yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan.
Dokumen-dokumen tersebut, antara lain Keputusan Struktur
Organisasi, Keputusan Pengelola Anggaran, Petunjuk Teknis
(Juknis), pedoman umum, realisasi dan pagu anggaran (DIPA
dan RKA-K/L), dan dokumen penerimaan negara (pajak dan
PNBP).

2) Survei Pendahuluan
Dilakukan dengan tujuan:

a) memperoleh gambaran umum auditi yang meliputi tugas
pokok dan fungsi auditi, kegiatan manajemen yang
mencakup input, proses, output dan informasi lainnya
tentang auditi; dan

b) mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan operasional
yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Informasi yang dihasilkan pada tahapan ini dapat juga
digunakan sebagai bahan laporan audit mengenai gambaran
umum auditi.

Reviu hasil survei pendahuluan yang telah dilaksanakan
ditujukan untuk menentukan kesesuaian kondisi dengan
mempertimbangkan kondisi riil:

a) Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang
dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan/unit kerja yang

bersangkutan;

b) Dokumen yang berkaitan dengan auditi;

c) Laporan hasil audit/ pemantauan/evaluasi/reviu/
pengawasan lain sebelumnya (bersifat repetitif/ berulang-
ulang); dan

d) Media massa/pengaduan, isu-isu strategis yang menjadi
perhatian/sorotan publik.

Selain itu, tim audit melakukan reviu apakah evaluasi
Sistem Pengendalian Intern yang telah dilakukan di tahap survei
pendahuluan masih relevan untuk mendapatkan informasi
keandalan Sistem Pengendalian Intern dan mendeteksi
kelemahan yang ada pada auditi meliputi lingkungan
pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi
dan }fomunikasi, pemantauan, dan pengendalian intern.
Pengujian Sistem Pengendalian Intern dilakukan untuk
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menentukan lingkup audit yang perlu didalami pada saat audit
rinci.

3) Tim Audit menyusun Program Kerja Audit (PKA) yang direviu
secara berjenjang.

Setiap pelaksanaan audit harus didukung dengan PKA
meliputi PKA umum dan PKA rinci.

PKA rinci disusun oleh Katim, dan disetujui oleh Kepala
SPI. PKA rinci memuat langkah-langkah kerja audit dan
sistematika PKA. Adapun langkah Kkerja audit memuat arahan
rinci dan teknik audit yang harus dilakukan dalam rangka
memperoleh bukti audit yang relevan, kompeten, dan cukup.

Pelaksanaan Audit . o
Pelaksanaan audit pada dasarnya merupakan operasionalisasl

dari langkah-langkah kerja dalam PKA, meliputi pengumpulan data
audit, pengolahan dan analisa data/bukti audit sesuai teknik audit,
pengembangan temuan audit, dan penyusunan temuan hasil audit.
Adapun proses pelaksanaan audit dilaksanakan sesuai dengan
standar audit antara lain:
1) Pengumpulan Bukti Audit
Simpulan audit sangat bergantung pada keandalan bukti-
bukti audit. Untuk itu, auditor harus memastikan bahwa semua
jenis bukti dan semua teknik audit telah dilakukan untuk
mendukung simpulan temuan. Jenis bukti dan teknik audit

dapat dilihat pada gambar 1.
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Gambar 1. Jenis Bukti dan Teknik Audit

2) Pengujian Bukti Audit
Pengujian merupakan hal yang sangat penting untuk
meyakinkan pihak-pihak terkait dan dijadikan sebagai dasar
untuk menyusun temuan dan memberikan rekomendasi serta
tindak lanjut.
Untuk mendukung keakuratan temuan, maka alat bukti
yang diperoleh harus bersifat REKOCU, yakni:
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